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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan     bangunan   gedung
harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan
fungsinya, dan      memenuhi persyaratan
administratif dan teknis bangunan gedung agar
menjamin keselamatan penghuni dan
lingkungannya;

b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung
harus berlandaskan pada Rencana Tata Ruang
Wilayah;

c. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus
dapat memberikan keamanan dan kenyamanan
bagi lingkungannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Bangunan
Gedung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Rumah susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 3317);
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4870);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan   Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun  2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang   Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu  Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah atau Gubernur

untuk Provinsi Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Tengah adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

4. Bangunan Gedung  adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
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berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

5. Bangunan  Gedung Adat  adalah bangunan gedung  yang didirikan
berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai
budayanya, misalnya bangunan rumah adat.

6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan
bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan
pembongkaran.

7. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, penyedia jasa
konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.

8. Mendirikan Bangunan Gedung adalah pekerjaan mengadakan
bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk perkerjaan menggali,
menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan
pengadaan bangunan gedung.

9. Mengubah Bangunan Gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau
menambah atau mengurangi bagian bangunan tanpa mengubah fungsi
bangunan.

10. Membongkar Bangunan Gedung adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung,  komponen,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Tengah kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

12. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah.
13. RTBL adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
14. TABG adalah Tim Ahli Bangunan Gedung.

Maksud, Tujuan, dan Lingkup
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai acuan sekurang -
kurangnya untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan
gedung sejak dari perizinan, perencanaan pelaksanaan konstruksi,
pemanfaatan, kelayakan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:
1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin

keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan;

3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan
gedung.
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Paragraf 3
Lingkup
Pasal 4

Lingkup peraturan daerah ini meliputi :
a. ketentuan mengenai fungsi bangunan gedung;
b. persyaratan bangunan gedung;
c. penyelenggaraan bangunan gedung;
d. tim ahli bangunan gedung;
e. pelayanan dan retribusi;
f. peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan

gedung; dan
g. sanksi

BAB II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan
persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan
dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bengkulu
Tengah  dan/atau RTBL.

(2) Fungsi bangunan gedung meliputi:
a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai

tempat manusia tinggal;
b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai

tempat manusia melakukan ibadah;
c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai

tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama

sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai

tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan

f. bangunan gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 6

(1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia tinggal dapat berbentuk:
a. bangunan rumah tinggal tunggal;
b. bangunan rumah tinggal deret;
c. bangunan rumah tinggal susun; dan
d. bangunan rumah tinggal sementara.

(2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai
tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
b. bangunan gereja, kapel;
c. bangunan pura;
d. bangunan vihara;
e. bangunan kelenteng; dan
f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.


